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JAKARTA - Menyusul pelaporan dugaan ke Walikota Surakarta Gibran
Rakabuming Raka tempo hari, Prof Hasan Fauzi dan Prof Tri Atmojo
menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin (24/7).

Hasan dan Tri Atmojo tiba di Gedung KPK kemarin pada pukul 16.00 WIB.
Sebetulnya petugas penerima menginformasikan bahwa kantor tutup dan
keduanya dianjurkan agar datang besok pagi. Namun, keduanya meyakinkan,



demi keselamatan data dan urgensi persoalan, agar diberi kesempatan
pengaduan ke komisi anti rasuah ini.

Petugas akhirnya menerima dan mengarahkan ke petugas yang berwenang
sehingga aduan dapat diproses.

“Kami telah menyampaikan aduan dugaan korupsi di UNS, dugaan fraud dalam
tata kelola keuangan kampus, ke komisi. Ada desakan banyak pihak termasuk
media supaya laporan atau aduan ini mendesak diserahkan komisi.”

Hasan menambahkan bahwa komisi telah menerima sebagaimana mestinya
aduan, diberi tanda terima, dan semua dokumen telah diserahkan.

Tentu saja, kata Hasan, ada harapan besar bahwa komisi segera menelisik dan
melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan. 

“Kami, sebagaimana civitas dan publik, punya harapan besar agar kampus bersih
dan diisi pejabat berintegritas, karena sebagai lembaga pendidikan yang
mencetak sarjana penerus bangsa harus bersih dari praktik-praktik inefisiensi.

“Sejak awal, pada waktu kami memimpin MWA, kami galakkan usaha-usaha
menyehatkan kekayaan dan keuangan UNS yang sehat. Ini amanat PP PTNBH.
Juga menyangkut dana publik untuk pengembangan mutu pendidikan dan
kepentingan mahasiswa,” demikian diuraikan oleh Hasan, Selasa (25/7/2023) 

Saat ditanya fokus aduan dan cakupan data, Hasan yang merupakan Wakil
Ketua MWA dan sekarang sedang dibekukan oleh kementerian, menandaskan
bahwa sekarang menjadi wewenang KPK. Pihak yang ingin tahu silakan
berhubungan dengan KPK.

Ketika didesak apakah ini berhubungan dengan sanksi disiplin soal pencopotan
profesor mereka, Hasan menegaskan bahwa masalah penjatuhan sanksi disiplin
telah diupayakan keberatan ke kementerian. 

Namun tentu, tutur Hasan, sebagaimana telah diketahui publik, ada urutan logis
bahwa dengan dibekukannya MWA dan juga dibatalkan hasil pemilihan Rektor
beberapa waktu lalu, lalu mereka berdua, bersama Ketua Senat Ademik Prof Adi
Sulistiyono, diperiksa kementerian dan dituduh melanggar disiplin PNS.

Ada cerita terhubung dalam hal ini karena sebelum dibekukan, MWA telah
melakukan audit investigasi dan sedianya akan diumumkan ke publik. Namun
telanjur dibekukan. Diantara hasil audit itu adalah dugaan fraud dalam tata kelola
keuangan UNS.

“Selanjutnya, biar KPK yang menelusuri dan membuktikannya. Kami ikuti proses
penegakan hukum saja”, pungkas Hasan.

Sementara dalam perkembangan yang sama, di lingkungan kampus UNS
sempat tertempel poster-poster yang berisikan pertanyaan “apakah Rektor UNS
korupsi” Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang mengklaim
bertanggungjawab atas poster-poster tersebut. Dari pihak Universitas juga blm
ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi hal tersebut. (Jon) 


